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KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR  420-1-2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN PRIMA NUSANTARA
Di KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimoang ¢ & bahwa berdasarkan Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan
Daersh, pemberian |zin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan merupakan kewenangan
Femerintah Daerah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis, permchonan pendifian Sekolah Menengah
Kejuruan Kesehatan Prima Nusantara telah memenuhi persyaratan untuk diberikan lzin
Pendirian Sekulah Msnengah Kejuruan sesual ketentuan peraturan perundang-
ungangan,

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu memberikan [zin Pendirian Sekclah Menengah Kejuruan Kesehatan Prima
Nusantara oi Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan
Kepulusan Gubeamur Sumatera Barat;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapsn Undang—Undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1857 lentang Pembentukan Daerah-Daersh Swatanirs Tingkat |
Sumatera Barsat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 14958 Momor 112, Tembahan Lembaran Megara Republik Indonesia
MNomor 1646) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Magara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran MNagara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 lentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 224, Tambahan Lembaran MNegara
Reputlik Indoresia Momor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomar @ Tahun 2015 lentang Ferubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemarintahan Dasrah {Lembaran Megars
Republik indoresia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5679),

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran
Megara Republik Indonssia Tahun 2014 Womor 292, Tambahan Lembarar Negara
Republik Indonesia Normor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lantang Standar Masional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik indoncsia Mamaor 4486);

6. Persturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelalaan dan Penyalenggaraan
Pendidikan (Lembarar Megara Republik Indonasia Tahun 2010 Momor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2016 Lembaran Megara Republik Indonesis
Tahun 2010 Momor 112) Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5167

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraluran Menieri Pendidkan dan Kebudaysan Nomor 35 Tshun 24 tentang
Pedoman Pendirian, Ferubahan dan Penutupan Satuan Pendidkan Dasar dan
Menengah;
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9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentary Penyelenggaraan
Pelayanan. Terpadu Satu Pintu Provinsl Sumaters Barat sebagaimana lelah diubah
Peraturan Gubemur Momor 15 Tahun 2017:

10, Keputusan Gubemur Sumatera Barat Momor 570-54-2017 tertang Pendelegasian
Wewenang Penyzlenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Periznan dan Non
Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Namar 570-422-2017;

o1 Sural Ketua Yayasan Prima Musantara Momor D17/YPN/ADMXI2017 tanggal 13

November 2017 perihal Permohonan Izin Operasional;

2. Surat Kepals Dinas Pendidikan Provinsi Sumaleras Barst Nomor 420/056/PSMK-2018,
tanggal 12 Januarl 2018 perihal Permohonan izin Pendidan SMK Kesehatan Prima
Musantara,

3. Laporan Hasil Kajian Teknis dan Evaluasl Pembsrian lzin Pendidan SMK Kesehatan
Prima Nusantara taggal 18 Desember 2017

MEMUTUSHAN :

Memberikan lzin Pendiian Sekolah Menengah Kejunian Kasehalan Prima Musanlara
kepada :

Nama Yayasan/Badan . ‘Yayasan Prima Nusantara

Alamat Yayasan Jl Kusuma Bhakii No. 93, Gulal Bancah, Bukittinggi
Nama Sekolah : MK Kesehatan Prima Nusantara

Jenjang Sekolah . Bekolah Menengah Kejuruan

Bidang Keahlian :  Kesehatan

Alamat Sekolah ¢ I Kusuma Bhakti No. 99, Gulai Bancah, Bukittinggi

Dalsm pengelolaan pendidiken Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Prima Musantars
wajib memenuhi Stardar Pengelolaan Pendidikan sebagaimana distur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Masional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan cleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menangah,

Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATL,
dapat dibatalkan apabila Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Prima Nusantara tidak
malahsanakan ketentuan sebagaimana dimaksud datam Diktum KEDUA

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemblinaan dan pengawasan dalam
penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kezehatan Prima Nusantars sebagaimana
dimaksud paca Diktum KEDUA sesual ketentuan perundang-uncangan.

Keputusan ini mulai bardaku pada tanggal ditetapkan.
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